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BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 312/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BINTAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bintan.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Negara ...




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

11.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan Bupati ini.

a.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

adalah sebagai berikut :

memfasilitasi dan menginventarisasi peraturan perundang-
undangan dalam rangka penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bintan;

b. melakukan ...




b. melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dalam
rangka pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bintan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 Juni 2023

%"BUPATI BINTAN 4,
/@;—

ROBY KURNIAWAN




Lampiran : Keputusan Bupati Bintan

Nomor :312/V1/2023
Tanggal : 7 Juni 2023

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

I. Ketua

II. Sekretaris

III. Anggota

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Bintan

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Bintan

i

Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan

Kepala Bidang perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bintan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Badan  Perencanaan  Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN

==

—
ROBY KURNIAWAN




